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Abstrak 
Penelitian Ini membahas tentang pemberian mahar yang tinggi pada masyarakat bugis di 
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Sub masalah dalam penelitian ini, yaitu: 
Faktor apa yang mendorong terjadinya pemberian sompa (mahar) yang tinggi pada 
masyarakat bugis di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone, serta bagaimana perspektif 
hukum Islam tentang pemberian sompa (mahar) yang tinggi pada masyarakat bugis di 
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau 
field research kualitatif yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data 
yang lengkap mengenai proses pemberian mahar yang tinggi pada masyarakat bugis di 
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan Normatif, Historis, dan Sosiologis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara 
induksi mengenai praktik pemberian mahar yang tinggi pada masyarakat bugis di Kecamatan 
Tanete Riattang Barat Kab. Bone. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik pemberian 
mahar yang tinggi pada masyarakat bugis Bone khususnya di Kecamatan Tanete Riattang 
Barat berdasarkan stratifikasi perempuan karena mempelai perempuan adalah keturunan 
bangsawan. Pemberian mahar yang tinggi ini mengikuti tradisi sedangkan faktor lain yang 
mendukung terjadinya praktek pemberian mahar yang cenderung tinggi adalah karena budaya 
yang selalu mengadakan pernikahan secara besar-besaranyang cenderung menjauhi sunah 
Rasulullah. 




This thesis discusses how the view of Islamic law towards dowry is high in the Bugis 
community in Tanete Riattang Barat District, Bone Regency. The sub problems in this 
research are: What factors drive the provision of high dowry to the Bugis community in 
Tanete Riattang Barat District, Bone Regency, and shat is the perspective of Islamic law 
regarding the giving of high dowry to the Bugis community in Tanete Riattang Barat District, 
Bone Regency? This research includes field research or qualitative field research in which 
researchers go directly to the field in order to obtain complete data on the process of giving 
high dowry to the Bugis community in Tanete Riattang Barat District, Bone Regency. Method 
of collecting data were interviews and documentation. While the approach used is the 
Normative, Historical and Sociological approaches so that conclusions can be drawn 
induction regarding the practice of giving high dowry to the Bugis community in Tanete 
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Riattang Barat District, Bone Regency. Research result of this study indicate that the practice 
of giving high dowry in the Bugis Bone community, especially in Tanete Riattang Barat 
District is based on stratification of women because the bride is of royal descent. Giving high 
dowry is following the tradition while other factors that support the practice of giving dowry 
that tends to be high is because of the culture that always holds large-scale marriages that 
tend to stay away from the traditions of the Prophet. 




Mahar atau biasa disebut dengan maskawin merupakan salah satu syarat sah dalam 
perkawinan. Kata Mahar berasal dari Bahasa Arab dan telah menjadi Bahasa Indonesia 
terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan mahar itu dengan 
“pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai 
perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”.1Pemberian mahar atau maskawin pada 
waktu pernikahan merupakan salah satu Syariat Islam. 
Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan wanita 
dengan memberikan haknya dalam pernikahan yang berupa mahar kawin yang besar 
kecilnya di tetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus di 
berikan secara ikhlas.  
Hukum Islam mengatur masalah mahar di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam 
Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari 
kitab fiqih. Pernikahan dalam Islam tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan 
adanya tradisi yang melekat dan sudah turun-temurun dan masih bertahan sampai 
sekarang. Tradisi tersebut menjadi beban bagi mempelai pria. Setiap makhluk diciptakan 
dengan cara berpasang-pasangan, begitu juga manusia, jika pada makhluk lain dalam 
berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, maka lain halnya dengan 
manusia yang memiliki beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih 
pasangan dan untuk hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat-istiadat, 
                                                 
1Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahatdan Undang-Undang 
Perkawinan,(Cet.I; Kencana, 2009),h. 84. 
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tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.2 
Pernikahan masyarakat bugis di Kecematan Tanete Riattang Barat Kab.Bone, setiap 
pernikahan identik dengan pemberianan mahar dengan jumlah yang besar, selain 
maskawin yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki 
kepada keluarga calon mempelai perempuan ada juga Uang hantaran yang dibawa dalam 
rombongan besar lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki. 
Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita 
sebagai pemberian pada saat sebelum terjadinya perkawinan.3 Secara tertulis tidak ada 
peraturan yang mewajibkan tentang pemberian uang hantaran sebagai syarat sah 
perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam 
hukum Islam hanyalah mahar dan bukan uang hantaran (uang belanja). 
Hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi seorang mempelai laki-laki, yang telah di 
minta oleh calon mempelai perempuan. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, 
mempelai laki-laki harus berusaha memenuhi, walaupun mempelai laki-laki berasal dari 
keluarga tidak mampu akan tetapi sanak saudara dari mempelai laki-laki akan tetap 
membantu menyumbang demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai laki-laki dan 
mempelai perempuan. Tidak banyak dari para mempelai laki-laki yang dengan 
mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja 
terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan mahar tersebut. 
Pemberian mahar yang tinggi pada masyarakat bugis menimbulkan dua dampak yaitu 
dampak positifnya  mendorong pemuda untuk bekerja lebih giat agar dapat memberi 
mahar yang tinggi, sedangkan dampak negatif terhadap masyarakat bugis terutama 
kepada para pemudanya, karena sering perkawinan tidak jadi karena tidak ditemukan 
kesepakatan tentang jumlah mahar yang harus diberikan pihak calon pengantin laki-laki 
kepada pihak calon pengantin perempuan. 
                                                 
2
Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 5. 
3Puspita, Tradisi Uang Panai’ Dalam Budaya Bugis Makassar, 2012, h. 3. 
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Ketetapan mahar mempelai perempuan ini menjadi keharusan dalam hampir setiap 
pernikahan masyarakat bugis di Kecematan Tanete Riattang Barat Kab. Bone, pihak 
keluarga mempelai laki-laki harus memiliki persiapan materi. Sedangkan maskawin/ 
mahar biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah yang telah 
dimintanya. 
Adapun pemberian mahar pada masyarakat bugis di Kecamatan Tanete Riattang Barat 
Kab.Bone berdasarkan stratifikasi perempuan karena mempelai perempuan adalah 
keturunan bangsawan ditambah lagi pendidikan mempelai perempuan tersebut tinggi. 
Biasanya di dalam suatu pernikahan pemberian mahar oleh mempelai laki-laki bisa 
langsung disebutkan apa yang akan diberikan kepada mempelai perempuan. 
 
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif dalam 
mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara 
pihak-pihak yang terkait dalam proses pemberian mahar yang tinggi. Dalam 
penyusunannya, peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tanete Riattang Barat 
Kab. Bone karena Kecamatan tersebut mempunyai kasus mengenaipraktek pemberian 
mahar yang tinggi. Selain itu, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone 
memudahkan peneliti dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi 
terpenuhinya tujuan penelitian penulis.4 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, Historis, 
dan Sosiologis. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada 
aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-qur’an, hadis, maupun pemikiran para 
tokoh yang berkaitan dengan mahar. Pendekatan Historis yaitu pendekatan masalah yang 
ditinjau dari sejarah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-
kejadian masa lalu yang menyangkut masalah pemberian mahar. Pendekatan Sosiologis 
                                                 
4Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 
306.  
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yaitu pendekatan masalah yang berlandaskan pada hubungan antar masyarakat satu 
dengan masyarakat lainnya.5 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Faktor pendorong terjadinya pemberian mahar (sompa) yang tinggi pada 
masyarakat bugis di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone 
Pernikahan adalah peristiwa sakral yang menyatukan dua insan menjadi satu dalam 
suatu ikatan pertalianyang sangat teguh. Bila usia kita sudah mapan (dewasa), kita 
diwajibkan melangsungkan suatu pernikahan. Seperti ungkapan orang bugis “iyya 
nasukku seddie narekko makka lekui parukkusenna” (barulah sempurna seseorang 
apabila telah melangsungkan perkawinan).  
Dalam tradisi pernikahan orang Bugis memegang teguh budaya yang telah 
diwariskan oleh nenek moyangnya.Di mulai dari proses pelamaran, mappettu ada’ 
(kesepakatan), naik uang (mahar), acara mappenre botting (mengantar pengantin 
pria) sampai acara pesta perkawinan. Beberapa acara ritual dilaksanakan sebagai 
simbol yang mengandung makna tertentu dalam rangkaian proses perkawinanan, 
seperti mappacci (pensucian), penamatan ayat suci dilaksanakan pada malam hari, 
tepatnya sehari sebelum acara akad nikah. Pada malam itu, beberapa orang dari 
kalangan tertentu diminta untuk meletakkan daunpacar ketangan calon 
pengantin.Biasanya orang yang memiliki strata sosial yang tinggi. 6  
Dalam pernikahan masyarakat bugis hal yang paling penting dibicarakan adalah 
masalah mahar (sompa). Sejak 30 tahun terakhir, mahar dalam tradisi perkawinan 
orang bugis telah menjadi momok yang menakutkan bagi para pemuda yang semakin 
cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pihak keluarga perempuan tidak 
tanggung-tanggung mematok jumlah mahar yang cukup fantastis dan cukup tinggi 
yaitu kisaran antara dua puluh juta sampai ratusan juta. Tentu saja jumlah tersebut 
                                                 
5Roni Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tersis, 2010, h.186. 
6Ahmad Muhtar, Perkawinan Adat Bugis, (Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2001), h. 5. 
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akan mencekek leher bagi keluarga laki-laki yang berstatus ekonomi lemah. Belum 
lagi dengan pemberian lainnya seperti tanah, seperangkat perhiasan emas, dan 
seserahan lainnya. 
Dewasa ini, interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang bugis 
tentang pengertian mahar masih banyak yang keliru. Adat perkawinan msyarakat 
bugis, terdapat dua istilah yaitu Sompa dan Dui Menre. Sompa adalah pemberian 
berupa uang atau harta dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga 
perempuan, dan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan 
dui menre atau uang panaik adalah uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak 
keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan untuk 
membiayai prosesi pesta pernikahan. 
Secara sepintas, kedua istilah diatas memang memiliki pengertian dan makna 
berbeda. Sompa atau yang disebut dengan maskawin merupakan kewajiban dalam 
Islam, sedangkan dui menre adalah kewajiban menurut adat masyarakat bugis. Tetapi 
sebagian orang bugis memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi 
daripada kewajiban dalam syariat islam.7 
Ada dua faktor yang menyebabkan kecenderungan permintaan mahar yang tinggi 
pada masyarakat bugis yaitu:8 
a. Memudarnya kekuasaan politik tradisional sejak 30 tahun terakhir sehingga 
tidak ada lagi aturan ataupun pihak-pihak yang berwanang menegakkan aturan 
adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. 
b. Pradigma berpikir dalam maysarakat Bugis yang menganggap bahwa 
keberhasilan yang mematok jumlah mahar dengan jumlah yang besar merupakan 
sebuah prestise. 
 
                                                 
7Nonci, Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis, (Makassar: CV Aksara, 2002), h. 47. 
8Samsuni, Budaya Mahar di Sulawesi Selatan, 2016, h. 27-28. 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sompa Yang Tinggi  
Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone 
 
Zelfi Hasbi, Hartini 
 
QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 | 59 
2. Perspektif hukum Islam tentang pemberian mahar (sompa) yang tinggi pada 
masyarakat bugis di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone 
Dalam masalah mahar ada beberapa hukum yang telah ditetapkan dan ditentukan 
oleh Islam, diantaranya: 
a. Kewajiban membayar atau memberikan mahar kepada calon istri atau yang telah 
menjadi istrinya tetapi belum diberikan maharnya ketika akad. 
b. Syara’ (agama) tidak pernah menentukan sedikit atau banyaknya mahar tersebut 
asalkan tidak sampai berlebihan dan melampaui batas sehingga menyulitkan dan 
menyusahkan orang untuk melangsungkan pernikahannya. Maka dampak yang 
ditimbulkan sangat fatal sekali, yaitu hilangnya atau tertundanya pernikahan 
dalam waktu yang cukup lama disebabkan mahar yang begitu mahal dan tinggi 
sekali yang telah ditentukan oleh orang-orang yang dungu itu. Padahal agama 
sangat menyukai meringankan mahar demi memudahkan dan menyegerakan 
pernikahan. 
c. Mahar adalah hak mutlak istri tidak halal bagi bapaknya atau ibunya atau 
suaminya atau pamannya atau siapa saja untuk mengambil mahar wanita itu 
sedikitpun juga tanpa kerelaan atau keridoaannya.9 
d. Mahar boleh ditentukan jenis dan jumlahnya ketika akad misalnya dia 
mengatakan: “mahar saya berupa uang sebesar Rp.1.000.000”. Boleh juga tidak 
diberitahu saat itu jenis dan jumlahnya. Misalnya dia mengatakan: “mahar saya 
nanti saja akan saya berikan kepada istri saya”. Dia tidak memberitahukan 
mahar yang akan ia berikan kepada istrinya, baik jenis dan jumlahnya tetapi hal 
ini tetap merupakan kewajuban atasnya sampai ia memberikannya kepada 
istrinya. 
Selain itu, di zaman Rasulullah dikenal Mahar dengan hapalan Al-Qur’an. Seorang 
laki laki ingin meminang atau menikahi seorang perempuan dan lelaki tersebut tidak 
memiliki sesuatu (barang) yang bisa ia jadikan sebagai mahar maka bolehlah laki 
                                                 
9Muthahhari Murtadla, Hak-Hak Wanita Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 28. 
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laki itu memberikan surat surat dalam Al Qur’an (yakni surat-surat yang mereka 
hapal). Dan ada juga Mahar dengan emas dalam jumlah yang sedikit yaitu 
Abdurrahman bin Auf pernah menikahi seorang wanita dengan mahar emas seberat 
biji korma.10 
Sekarang ini, banyak perempuan ataupun laki-laki yang telah memasuki usia 
pernikahan, bahkan melewatinya, belum menikah juga. Ada banyak alasan yang 
melatar belakangi mereka menunda pernikahan. Salah satunya karena mahalnya 
mahar atau maskawin seorang wanita. 
Fenomena inilah yang sebenarnya akan banyak menimbulkan kemudharatan. Seperti 
kasus-kasus asusila, pacaran sebelum nikah, kumpul kebo, hamil diluar 
nikah,pemerkosaan, aborsi dan kasus-kasus lainnya. Hal ini dikarenakan nafsu 
manusiawi yang satu ini tidak terpenuhi dengan baik padahal waktu sudah cukup 
baginya untuk melangsungkan jalinan asmara atau menikah. 
Melalui buku yang berjudul “Mahar kok Mahal” karya Ahmad Rabi’ Jabir ar-Rahili, 
kita diajak untuk memaknai arti pernikahan dalam Islam dan mahar (mas kawin) 
dalam pernikahan.Ar-Rahili melihat kondisi umat sekarang ini yang kebanyakan 
melihat pernikahan hanya dari segi duniawinya saja terutama dari kalangan orang tua 
wali perempuan.Anak kok seperti bahan lelangan siapa yang paling tinggi 
memberikan mahar maka dia yang berhak mendapatkan putrinya. Di dalam kitab az-
Zuwaj al-Islami karya Thariq Ismail disebutkan bahwa pernikahan merupakan 
Sunnah dan ketetapan Allah Swt. di alam semesta yang ditetapkan dan Dia 
menjadikannya sebagai sarana untuk menyempurnakan agama dan menjaga kesucian 
diri serta salah satu media diampuninya dosa.  
Mahar dalam pernikahan termasuk perkara yang diwajibkan Allah Swt. dan dijadikan 
salah satu hak wanita dan simbol penghormatan atau pengagungan tehadap 
kedudukan dan kesuciannya. Menurut para ulama tidak ada batas maksimum dari  
                                                 
10Abdul Hakim Bin Amir, Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin, UNA 2015, h. 218-219. 
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pemberian mahar. Bahkan, suami berhak membayarkan berapa saja mahar kepada 
istrinya sesuai kemampuan dan kerelaan hatinya, dan tidak berlebihan dan tidak 
tergolong sikap tabzir. Namun mahar tidak sah jika tidak bernilai sama sekali. Ia 
harus benda atau harta yang bernilai walaupun nilainya sangat kecil dipandang oleh 
mata asal kedua belah pihak saling menyetujui dan merelakan. 
Mahar boleh dibayar secara langsung atau ditangguhkan, baik sebagian maupun 
seluruhnya, kerena mahar tidak berada di tempat. Ulama Madzhab Syafi’i 
berpendapat bahwa penangguhan dibolehkan dengan syarat harus diketahui dengan 
pasti dan jelas, baik yang ditangguhkan itu seluruh mahar maupun 
sebagiannya.Adapun jika temponya tidak jelas maka penyebutan mahar ini fasid dan 
wanita itu berhak mendapatkan mahar standar.Menikahpun dipermudah lagi dengan 
diperbolehkan mahar dibayar utang, jika istri rela. 
Selain menganjurkan agar memudahkan masalah mahar, Islam juga menganjurkan 
sikap qanaah (puas) dan berhemat dalam perlengkapan pernikahan serta membatasi 
hal-hal yang penting saja tanpa harus menambah-nambah hal yang tidak perlu.Sebab 
sikap yang berbangga-bangga dan sombong dalam menyiapkan perlengkapan rumah 
tangga bisa mendorong kepada sikap berlebihan dalam menetapkan mahar.11 
Selebihnya, membaca buku ini menyadarkan kita bahwa menikah merupakan Sunnah 
Nabi yang sangat dianjurkan dan memberikan jalan dengan mempermudah 
pernikahan. “permudahlah urusan kaum muslimin maka Allah akan mempermudah 
urusan kalian”. 12 
D. Penutup 
Mahar atau biasa disebut dengan maskawin merupakan salah satu syarat sah dalam 
perkawinan yang merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai 
                                                 
11Andi Nurnaga, Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis, (Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2001), h. 
40. 
12Ahmad Rabi’ Jabir ar-Rahili, Mahar kok Mahal, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2016), h. 42-13. 
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laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Pemberian 
mahar atau maskawin pada waktu pernikahan merupakan salah satu Syariat Islam. Uang 
hantaran adalah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai 
pemberian ketika ingin menikah. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan 
tentang pemberian uang hantaran  sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika 
akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan 
uang hantaran (uang belanja).Bagi para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan 
khususnya dalam pemberian mahar hendaklah mengikuti Sunnah Rasullah yang 
menggunaklan asas kesederhanaan agar tidak memberatkan kaum laki-laki. Dalam 
melaksanakan perkawinan sebaiknya tidak mengikuti tradisi budaya yang selalu 
melaksanakan pernikahan secara besar-besaran. 
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